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ABSTRAK 
 
ADRI PRIBADI HARAPAN. (B11109411) dengan judul skripsi “Analisis 
Kriminologi Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (VICTIMLESS CRIME) 
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2014)” Di bawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Haeranah 
selaku pembimbing II. 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 
kejahatan tanpa korban (victimless crime) di wilayah kota Makassar serta 
upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan tanpa korban 
(victimless crime). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
kriminologis dan bersifat analisa deskriptif, melalui teknik analisa kualitatif 
dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung 
pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti. 
        Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa faktor penyebab 
terjadinya kejahatan tanpa korban (victimless crime) adalah : 1. Tindak 
pidana perjudian : (a) faktor keimanan, (b) faktor ekonomi. 2. Tindak 
pidana penyalahgunaan narkoba : (a) ingin tampil beda dan menonjol, (b) 
melarikan diri dari kenyataan, (c) rasa kesetiakawanan, (d) rasa ingin 
tahu. 3. Tindak pidana prostitusi : (a) himpitan ekonomi, (b) rendahnya 
tingkat pendidikan dan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat, 
(c) pengalaman pahit di masa lalu, (d) diajak oleh teman, (e) untuk 
kesenangan batin. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat terkait untuk 
menanggulangi terjadinya kejahatan tanpa korban (victimless crime) yaitu 
: (1) Upaya yang dilakukan oleh Polres Makassar adalah melakukan razia 
di tempat perjudian. (2) Upaya yang dilakukan oleh Polres Makassar 
adalah melakukan pembinaan dan pengobatan kepada pengguna 
narkoba. (3) Upaya yang dilakukan oleh Polres Makassar adalah 
melakukan razia di tempat prostitusi dan melakukan pembinaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk 
kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi 
memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian 
diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak 
mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak 
kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal 
yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi 
dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan 
pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan 
berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, 
kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. 
Kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar 
hukum, atau melanggar undang-undang, yang dapat merugikan 
masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi 
kesusilaan, kesopanan dan ketertiban  masyarakat. Kejahatan yang dibuat 
setiap tahun tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum. 
Korban kejahatan selain mengalami kerugian perekonomian juga 
mengalami keugian kesusilaan dan kesusahan. Perubahan besar dalam 
perkembangan kejahatan di Indonesia mulai tampak setelah dimulainya 
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Pembangunan lima tahun diseluruh daerah propinsi Indonesia. 
Perkembangan kota-kota besar merupakan daya tarik arus urbanisasi dari 
desa ke kota yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran 
dan kemiskinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan dimana-
mana. 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu prilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di 
dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan 
ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam 
masyarakat.Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-
kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku 
perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses 
tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu tedapat hubungan antara 
variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial 
dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan 
berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial 
dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka, angka-angka kejahatan dalam 
masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok 
sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses 
misalnya, gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, 
ideologi politik, agama, ekonomi, dan seterusnya. 
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Para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang 
menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial 
psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses 
seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi difrensial, 
kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang 
agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi 
penjahat. Sehubungan dengan pendekatan sosiologis tersebut di atas, 
dapat ditemukan teori-teori sosiologis tentang perilaku jahat. 
Selain itu terdapat pula tipe-tipe kejahatan, yaitu Kejahatan Kerah 
Putih (White Collar Crimes), Kejahatan Kerah Biru (Blue Collar Crimes), 
Kejahatan Terorganisasi (Organized Crimes), Kejahatan Transnasional 
(Transnational Crimes), Kejahatan Korporasi (Corporate Crimes), 
Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes). Setiap tipe kejahatan 
tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 
tentu berpengaruh pada bedanya model pencegahan dan 
penanggulangan yang harus dilakukan dalam menghadapi setiap tipe 
kejahatan tersebut.  
Salah satu tipe kejahatan yang menarik perhatian penulis adalah 
kejahatan tanpa korban (Victimless Crimes). Kejahatan tipe ini secara 
kasat mata terlihat tidak memiliki seorang korban ataupun harta benda 
tertentu. Misalnya perjudian, secara umum perjudian dikenal sebagai 
salah satu permainan yang mempertaruhkan hal tertentu yang dimana 
hasil dari permainan itu hanya bergantung pada peruntungan belaka. 
4 
 
Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disebut KUHP): 
“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana 
 pada umumnya kemungkinanan mendapat untung bergantung 
 pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau 
 lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
 perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan 
 antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga 
 segala pertaruhan lainnya.” 
Definisi KUHP mengenai perjudian sama sekali tidak menyebutkan 
adannya unsur korban sebagai salah satu unsur tindak pidana judi. 
Namun tindakan memainkan sesuatu yang diikuti dengan adanya sebuah 
pertaruhan dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan. Begitupun dengan 
tindakan kejahatan penyuapan yang dalam KUHP diatur pada Pasal 209 
ayat (1) yang merumuskan: 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
 rupiah: 
1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuai kepada seorang 
 pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau 
 tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
 kewajibannya; 
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena 
 atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
 kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” 
Sama halnya dengan perjudian, KUHP juga tidak menyebutkan 
adanya unsur korban dalam merumuskan tindak pidana penyuapan. 
Namun tindakan memberi suap kepada seorang pejabat untuk 
menggerakkannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajibannya dianggap sebagai sebuah kejahatan. 
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Adanya tindakan-tindakan tertentu yang digolongkan sebagai sebuah 
kejahatan meskipun secara kasat mata tidak memiliki korban, membuat 
penulis tertarik untuk melakukan analisis ilmiah secara kriminologis 
mengenai karakteristik dari tindak kejahatan tersebut. Untuk itulah penulis 
berfokus melakukan penelitian terhadap salah satu tipe kejahatan yaitu 
kejahatan tanpa korban (Victimless Crimes) dengan judul Analisis 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) (Studi 
Kasus Kota Makassar Tahun 2011-2014). 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: 
1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan tanpa korban 
(victimless crime) ? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tanpa korban 
(victimless crime) ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan tanpa 
korban (victimless crime). 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan tanpa korban 
(victimless crime). 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada 
umumnya, dan dalam bidang kriminologi pada khususnya. 
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk akademisi dan praktisi 
hukum demi penegakan hukum pidana. 
3. Sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Definisi Kejahatan 
Sutherland menyatakan a person who commits a crime (seseorang 
yang melakukan perbuatan kejahatan), Istilah penjahat tidak ada dalam 
hukum pidana, penjahat istilah dalam ilmu sosil (kriminologi) sedangkan 
dalam hukum pidana istilah tersebut sesuai dengan tingkatannya, 
tersangka kalau perkaranya masih di tingkat penyidikan, terdakwa apabila 
telah sampai ke persidangan dan jaksa penuntut umum telah 
mendakwanya dengan suatu pasal, terpidana apabila hakim berpendapat 
ia bersalah dan cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahannya dan 
narapidana apabila ia menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. 
Hal tersebut dikarenakan “asas pruduga tak bersalah” sehingga apabila 
belum ada putusan yang in kracht yang bersangkutan belum bisa 
dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan kejahatan.1 
Lombroso menyatakan penjahat adalah seorang yang dapat dilihat 
dari penelitian bagian badan dengan pengukuran antropometris, pendapat 
ini ditolak Vollmer, penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak 
mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosial, ini juga 
ditolak Parsons menyatakan penjahat adalah orang yang mengancam 
kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan 
                                                          
1 Noach Simanjuntak, Kriminologi, Bandung: Penerbit tarsito, 1984, hlm. 4. 
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ekonominya. Mabel Elliot penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam 
menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah 
lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.2 
Hari Saheroedji menyimpulkan semua defenisi tersebut bahwa 
penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial, bertentangan dengan 
norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan 
mengganggu ketertiban umum. Kejahatan bukan merupakan peristiwa 
hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan 
biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun 
pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa 
dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada 
maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu 
konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan 
dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa:3 
“Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merupakan 
masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-
undang pidana”. 
 
Kompleksitas permasalahan masyarakat kota sebagai akibat dari 
kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan globalisasi memicu 
terjadinya berbagai tindakan sosial yang tidak selaras dengan aturan 
hukum dan norma sosial yang berlaku. Ketidakmampuan seorang individu 
untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial masyarakat perkotaan yang 
                                                          
2Ibid., hlm. 5. 
3 Topo, Eva. Achjani, Kriminologi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm 7. 
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hiperkompleks menyebabkan kebingungan, kecemasan dan berbagai 
konflik baik secara eksternal maupun internal. Maka terjadilah tindakan-
tindakan sosial yang menyalahi aturan dan menimbulkan keresahan di 
tengah-tengah masyarakat atau sering disebut dengan kriminalitas. 
Kriminalitas merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang tidak 
sesuai dengan dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku, 
sehingga mengakibatkan adanya ketidakselarasan dalam kehidupan 
sosial. Kriminalitas sendiri merupakan suatu permasalahan yang komplek 
dan saling terkait dengan permasalahan sosial yang lain. 
Menurut asalnya, tidak ada pembatasan secara resmi dan juga 
tidak ada campur tangan dari penguasa terhadap kejahatan, melainkan 
kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi  atau 
persoalan keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban 
perbuatan orang lain akan mencari balasan terhadap pelaku atau 
keluarganya. Konsep peradilan ini dapat kita temui pada Perundang-
undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), Perundang-
undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada Masyarakat Romawi Kuno, 
seperti contohnya "mencuri sapi bayar sapi".Konsep perjanjian seperti itu 
juga terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama "eye for eye".4 
Kemudian konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang 
ditujukan kepada raja, seperti pengkhianatan, sedangkan perbuatan-
                                                          
4Stephan Huewiz, disadur oleh, Ny. Muljatno,Kriminologi, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 32. 
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perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi 
masing-masing. Seiring berjalannya waktu, maka kejahatan kemudian 
menjadi urusan raja (sekarang negara), yaitu dengan mulai 
berkembangnya dengan apa yang disebut Parent Parties, Konsekuensi 
selanjutnya dengan dioper tugas ini oleh negara, maka apa yang sering 
kita sebut sebagai "main hakim sendiri" itu dilarang.5 
Pada Abad 18 munculah para penulis yang kemudian disebut 
sebagai Mazhab Klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient 
regime. Mazhab Klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang 
melanggar Undang-undang. Ajaran yang terpenting adalah doktrin "nullum 
crimen sine lege" yang artinya yaitu tidak ada kejahatan apabila undang-
undang tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. 
Takut terhadap timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-
wenangan dari penguasa (hakim), maka mazhab ini berpendapat, hakim 
hanyalah sebagai mulut atau corong undang-undang saja (legisme).6 
Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini dan 
pada akhir abad 18 munculnya pandangan baru yang lebih 
menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab 
ini muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian 
disebut sebagai Mazhab Positif. Mazhab ini dipelopori oleh C.Lambroso 
seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha untuk 
                                                          
5Ibid., hlm 34. 
6Ibid., hlm. 37. 
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mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep 
kejahatan yang non-hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai 
perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).7 
Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non-
hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika, 
terutama sampai pertengahan abad ke-20. Beberapa kritik yang diajukan 
terhadap mazhab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan 
bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka 
hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan 
pasti, mengetahui kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku yang 
dikatakan dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan 
Perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain. 
George C. Vold mengatakan dalam mempelajari kejahatan terdapat 
persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan 
manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang 
apa yang baik dan apa yang tidak buruk, tentang apa yang diperbolehkan 
dan apa yang dilarang, yang semuannya itu terdapat dalam undang-
undang, kebiasaan (custom) dan adat istiadat. 
E.Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan 
saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan 
beliau menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, 
sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang menggerakan 
                                                          
7 Noach Simanjuntak, op.cit., hlm. 18. 
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masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, 
misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan 
Galileo-galilea atas buah pikirnya. 
Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, 
melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi 
kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, 
disana harus ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumnya 
dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan 
norma-norma dan menghukum pelanggarnya. 
Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu 
perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi 
kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, 
artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat 
dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan 
sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tidak pidana) dan begitu pula 
sebaliknya. 
Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik 
hukum (rechtsdelicten atau mala per se), khususnya tindak pidana yang 
disebut "kejahatan" (buku ke II KUHP) dan delik undang-undang 
(wetsdelicten atau mala prohibita) yang berupa "pelanggaran" (buku ke III 
KUHP) mengenai perbedaan antara mala per se dengan mala probibita 
dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak 
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pidana itu sebenarnya adalah merupakan mala probibita, artinya 
perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan, oleh karena 
perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan 
(tindak pidana).8 
Oleh karena mengenai pandangan orang mengenai hubungan 
antara Undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh 
yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu 
diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara 
keduanya. Secara umum terdapat 3 perspektif mengenai pembentukan 
Undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan antara hubungan 
hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu model Konsesus, 
Pluralis, dan Konflik. Masing-masing model tersebut telah mencerminkan 
perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nilai 
dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-undang dipandang sebagai 
pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif. 
Apabila model Konsesus menganggap adanya persetujuan umum 
atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia, sebaiknya model Pluralis 
menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang 
mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. 
Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, 
orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan 
konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. 
                                                          
8Ibid., hlm. 25. 
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Menurut perspektif tersebut konflik dapat timbul karena adanya 
ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenai 
asal dan bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum 
dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan 
dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem Hukum tidak 
dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, 
tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politisi yang 
paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-
kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani pencapaian 
kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki 
kekuasaan, akan tetapi Hukum juga melayani kepentingan mereka untuk 
mempertahankan kekuasaannya. 
B. Teori Penyebab Kejahatan 
1. Teori Konflik 
Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang 
paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga 
digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori 
penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku 
yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan 
kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan 
memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit 
menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan 
sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. 
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Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka 
menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan 
heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri 
karena alasan moral dan agama.9 
Pada dasarnya dekade tahun 1965-1975 merupakan masa 
kekacauan yang melanda masyarakat Amerika. Setelah berakhirnya 
periode optimisme (akhir 1950 sampai awal 1960-an), banyak orang di AS 
kecewa pada masyarakat mereka. Adanya kesuksesan gerakan hak-hak 
sipil berhasil memberi inspirasi, seperti kelompok wanita dan homoseksual 
yang mencari ciri-ciri mereka sendiri dan persamaan dalam kesempatan-
kesempatan sosial. Kemudian, sejumlah demonstrasi muncul dalam 
rangka menentang perang Vietnam pada tahun 1965-1968. Semua 
peristiwa ini merupakan bagian suasana dari kalangan orang muda yang 
menanyakan nilai-nilai kelas menengah Amerika, model kehidupan orang 
tua mereka yang konvensional. Akhirnya, skandal politik watergate 
memecahkan bayangan keraguan sinisme mengenai moralitas dan 
integritas semua aspek dari pemerintah Amerika. 
Intelectual Heritage. Pada hakikatnya, teori konflik merupakan 
cabang dari teori label.10 Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori 
sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel dan Weber untuk 
memperoleh arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa 
                                                          
9 Simandjuntak, B., Pengantar Krimonologi dan  Patologi Sosial, Jakarta: Tarsito, 1981, hlm. 79. 
10Ibid., hlm. 80. 
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waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai 
label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney (1965) dan Austin 
T. Turk(1964) diarahkan pada reaksi masyarakat (societal reaction). 
Menurut Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi 
yang menggabungkan Marxis dan pendekatan psychoanalytic.11 
Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya 
terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam 
kehidupan sosial, penyebabnya, bentuknya, serta akibatnya menimbulkan 
perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik merupakan teori 
terpenting saat kini, oleh karena penekanannya pada kenyataan sosial di 
tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat individual, antara pribadi 
atau budaya. Sehingga konflik yang terjadi antara warga Muslim dan 
warga Kristen di Maluku, ditengarai bukanlah cerminan kebencian pribadi 
mereka, melainkan sebagai cerminan ketidaksesuaian atau oposisi antara 
kepentingan-kepentingan mereka seperti yang ditentukan oleh posisi 
mereka dalam masing-masing kelompok agama. 
Di antara para perintis teori Konflik, Karl Marx dipandang sebagai 
tokoh utama dan yang paling kontraversial yang menjelaskan sumber-
sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan 
secara revolusioner.Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx 
tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun yaitu antara lain 
                                                          
11Ninik Widiyanti dan Yuius Wastika, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari 
Kriminologi dan Sosial, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 54. 
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adalah pengakuan terhadap struktur kelas dalam masyarakat, 
kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang 
dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi 
terhadap gaya hidup seseorang serta kesadaran dan berbagai pengaruh 
dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, 
merupakan sesuatu hal yang sangat penting. 
Selanjutnya, pendorong penting terhadap bentuk konservatif teori 
konflik adalah Lewis Coser (1956) dan Ralf Dahrendorf (1958, 1959). 
Gagasan-gagasan mereka inilah yang memperluas sudut pandang di 
tahun 60-an. Sementara itu, meningkatnya radikalisme kaum akademis, 
secara umum menghidupkan lagi kepentingan teori Marx dan beberapa 
teoritisi mulai memakai teori Marxist terhadap kejahatan dan struktur legal. 
Dalam teori konflik, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok 
berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.12 
Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan 
penggunannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara 
kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu 
situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki 
kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki powerful 
members pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka 
dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan 
nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. 
                                                          
12Stephan Huewiz, op.cit., hlm. 43. 
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Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan 
dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi 
hukum tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan 
menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi 
target dari penegak hukum. Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan 
teori konflik untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit 
memiliki kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. 
Teori konflik konservatif juga mengemukakan hubungan antara 
penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum. Pembentukan hukum 
merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam 
menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang 
berada di luar kelompok pemegang kekuasaan. 
Dua tokoh teori konflik yang mengilustrasikan karakteristik bentuk 
konflik adalah George B. Vold dan Austin T. Vold. Keduanya melahirkan 
suatu teori dengan menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat 
kelompok alamiah dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba 
terhadap kelompok alamiah lain. 
Austin T. Vold menilai, diantara kelompok tersebut akan terjadi 
konflik kepentingan dan berkompetisi. Austin T. Vold berbicara mengenai 
adanya konflik dalam hukum pidana, sebagai berikut : “...the whole 
process of law making, lawbreaking, and law enforcement directly refleas 
deep-seated andfundamental conflics between group interest and the 
more generalstruggles among group for control of the police of the state”. 
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Akhirnya Austin T. Vold berpendapat bahwa sejak kelompok minoritas 
tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses legislatif, tingkah 
laku mereka akan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.13 
George B. George menganalisis mengenai konflik, kekuasaan dan 
kejahatan. Dalaman analisisnya, ia menyimpulkan dari beberapa premis 
dasar teori konflik, bahwa kejahatan merupakan produk kekuasaan politik 
dalam masyarakat yang heterogen. Menurut Austin T. Vold, persaingan 
kelompok-kelompok berkepentingan mempengaruhi pembuat peraturan 
untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini bisa disebut sebagai refleksi 
konflik kelas terhadap proses politik tentang law making, law breaking and 
law enforcement. Perilaku kejahatan menjelaskan dalam hubungan 
ideologi konflik dimana konflik timbul, berakibat, sebagai akses dari 
kelompok minoritas dengan sedikit atau tanpa kekuasaan yang 
mempengaruhi perubahan dalam hukum. 
Tokoh teori konflik lainnya, Austin T. Turkmengatakan bahwa 
ketertiban masyarakat merupakan hasil dari kekuasaan kelompok tertentu 
untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Kontrol ini adalah pemaksaan 
dari penempatan nilai-nilai ke dalam hukum dan kemudian adanya 
kekuasaan untuk menegakkan hukum. Austin T. Turk memulai konflik 
dengan artikel yang disebutnya sebagai “the study of criminality 
asopposed to criminal behavior”(1964). Austin T. Turk menjelaskan bahwa 
kejahatan hanya dapat ditemukan hukum pidana atau kriminal. la 
                                                          
13Ibid., hlm 44. 
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mencoba untuk mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum 
pidana. Seseorang dapat dinyatakan sebagai penjahat dalam hubungan 
antara penguasa dan subyek. 
Austin T. Turk kemudian menyatakan bahwa kejahatan merupakan 
status yang diperoleh penentang norma, yang diterima sebagai norma 
sosial. Konsep hubungan penguasa dengan subyek merupakan suatu 
hubungan yang penting. Austin T. Turk melihat bahwa penguasa harus 
menghadapi fakta dalam kehidupan, yang biasanya memerlukan alat 
untuk menjalankan kekuasaannya. 
Lebih lanjut, Austin T. Turk mengemukakan dua cara yang 
dipergunakan untuk mengontrol masyarakat. Pertama, penguasa 
menggunakan paksaan atau kekuatan fisik. Penguasa lebih banyak 
menggunakan paksaan agar hukum ditaati. Hal ini diperlukan karena 
mereka merasa kesulitan untuk mengontrol masyarakat. Bentuk kontrol 
yang kedua, lebih bersifat halus. Menurut mereka, hukum merupakan 
sesuatu yang penting. Karena itu terdapat dua tipe hukum, yaitu aturan 
dari para petugas tentang bentuk perilaku jahat beserta pidana yang 
dikenakan dan menetapkan aturan-aturan untuk memproses orang-orang 
melalui penilaian sistem hukum. Digunakannya proses hukum ini 
memperlihatkan para penguasa menggunakan kontrol secara halus. 
Teori konflik radikal memposisikan diri dari anarki politik 
menyambung Marxisme dan materialisme ekonomis menuju perbedaan 
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nilai. Sangat sulit untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan. 
Para tokoh teori ini adalah Camblis, Quinney, Gordon Bohm dan K. Mark. 
Semua versi dari tokoh-tokoh di atas menyesuaikan uraiannya terhadap 
pendapat K. Marx. Ketika K. Marx sangat sedikit menyinggung masalah 
kejahatan dan penjahat, beberapa tokoh radikal kriminologi menyesuaikan 
contoh-contoh umum masyarakat untuk menjelaskan mengenai kejahatan. 
K. Marx melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak 
manusia atas sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. 
Ketidaksamaan ini tercipta karena konflik kepentingan antara yang 
memiliki dan yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam masyarakat industri, 
konflik akan timbul di antara para pekerja dan kaum pemilik modal. Para 
pekerja, yang merupakan kaum buruh, akan mengembangkan prinsip 
perebutan (struggle) dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik 
modal dalam masyarakat merupakan hal yang sangat menarik perhatian. 
 
2. Teori Labeling 
Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak 
dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori 
labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu:14 
a) Teori Labeling, merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, 
teori ini menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap 
kejahatan dan penjahat; 
                                                          
14Simandjuntak, B., op.cit., hlm. 107. 
22 
 
b) Teori Labeling, menggunakan metode baru untuk mengetahui 
adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu 
interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau 
tidak diketahui polisi. 
Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku Crime and 
the Community dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan 
oleh Howard Becker (The Outsider, 1963), Kai T. Erikson(Notes on the 
Sociology of Deviance, 1964), Edwin Lemert (Human Deviance 
SocialProblem and Social Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling 
Deviant Behavioer, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian 
terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu:15 
a) Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang 
tertentu diberi cap atau label.  
b) Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan 
tingkah laku. 
Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat 
menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemer, terkait dengan 
masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk 
penyimpangan, yaitu: 
a) Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan 
tekanan psikis dari dalam;  
                                                          
15Ibid., hlm. 109. 
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b) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari 
keadaan; dan  
c) Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan 
terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku 
Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan 
lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap 
kejahatan. Karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, 
maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Bahwa pemberian 
sifat label, merupakan penyebab seorang menjadi jahat. Ada dua hal yang 
perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label : 
a) Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap 
orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di 
sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label 
tersebut, maka hal ini menurut kami akan terbentuk attachment 
partial. 
b) Adanya label, mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan 
berusaha menjelankan sebagaimana label yang diletakkan pada 
dirinya. 
Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat 
menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, 
misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui 
perkermbangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka 
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cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga 
masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya 
berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap 
yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah 
kriminogen. Khusus Teori Labeling dalam pendekatannya untuk 
mengatahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibedakan 
dalam dua bagian, Pertama; persoalan tentang bagaimana dan mengapa 
seorang memperoleh cap atau label, Kedua; efek labeling terhadap 
penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
3. Teori Kontrol 
Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa 
orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak 
lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi 
berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar 
hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, 
pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam 
kriminologi.16 
a) Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik 
yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai 
                                                          
16 Noach Simanjuntak, op.cit., hlm. 30. 
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“kriminologi baru” atau “new criminology” dan hendak kembali 
kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). 
b)  Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice”dimana sebagai 
suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih 
pragmatis dan berorientasi pada sistem.  
c) Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik 
penelitian baru, khususnya bagitingkah laku anak/remaja, yakni self 
report survey. 
Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisi 
mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. 
Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian 
dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan 
menghasilkanteori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen 
kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:17 
a) A lack of proper internal controls developed during childhood  
(kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-
anak).  
b) A breakdown of those internal control (hilangnya kontrol internal).   
c) An absence of or conflict in social rules provided by important social 
group (the family, close other, the school) (tidak adanya norma-
normasosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di 
keluarga, lingkungan dekat, sekolah). 
                                                          
17Ibid., hlm. 33. 
26 
 
Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, 
yaitu personal control dan social control. Personal control adalah 
kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai 
kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok 
sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma 
atauperaturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby 
memperkenalkan pengertian “Commitment” individu sebagai kekuatan 
yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. 
Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan 
komitmen individu dan adaptasi atau penyesuaian diri memegang peranan 
dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter 
Reckless  (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. 
Walter Walter Reckless  menyampaikan Contaiment Theory yang 
menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari 
interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal 
(outer). Menurut Walter Reckless, contaiment internal dan eksternal 
memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (social pull) lingkungan 
dan dorongan dari dalam individu. F.Ivan Nyedalam tulisannya yang 
berjudul Family Relationsipand Delinquent Behavior (1958), 
mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum 
tentang kejahatan melainkan penjelasan yangbersifat kasuistis. F. Ivan 
Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di 
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samping unsur sub kultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian 
kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil 
proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.  
Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga 
merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, 
orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal 
kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka 
terjadilahdelinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. 
Menurut F.Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan 
pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan 
mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses 
pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan 
pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan 
eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-
abiding). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari:18 
a) harus ada kontrol internal maupun eksternal; 
b) manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan 
pelanggaran; 
c) pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequat  
(memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di 
situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan 
                                                          
18Stephan Huewiz, op.cit., 59. 
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d) diharapkan remaja mentaati hukum (law abiding). 
Menurut F. Ivan Nyeterdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu:19 
a) direct control imposed from without by means of restriction and 
punishment (kontrol langsung yang diberikan tanpa 
mempergunakan alat pembatas dan hukum); 
b) internalized control exercised from within through conscience 
(kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar); 
c) indirect control related to affectional identification with parent 
andother non-criminal person (kontrol tidak langunsung 
yangberhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang 
berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan 
pelaku kriminal lainnya); dan 
d) availability of alternative to goal and values (ketersediaan sarana-
sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan). 
 
4. Teori Culture Conflict 
Teori Culture Conflict atau konflik kebudayaan akan dikaji dari 
perspektif social heritage, intellectual heritage, teori serta asumsi 
dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori 
culture conflict. Berangkat dari polarisasi pemikiran di atas lebih lanjut 
dikaji mengenai: 
                                                          
19Ibid., hlm. 60. 
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Social Heritage. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian 
dilakukan tentang konflik budaya dan kenakalan. Asumsinya bahwa 
keberadaan conduct norm yang legal maupun tidak, berada dalam konflik 
satu sama lainnya. Konflik budaya yang menyertai conduct norm 
merupakan akibat migrasi (perpindahan conduct norm dari satu budaya 
atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya). Menurut aliran Chicago, 
urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan masyarakat yang memiliki 
variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah 
masing-masing keluarga, kelompok persahabatan dan kelompok sosial 
yang menjadi lebih individual, sehingga timbul konflik. Perilaku 
menyimpang umumnya terjadi jika seseorang berperilaku menurut 
tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan. 
Intellectual Heritage. Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi 
intelektual (Intellectual Heritage) dari beberapa kaum intelektual, yaitu: 
a) Frank Speek, menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi 
akibat dari pertumbuhan peradaban. 
b) Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa culture conflict 
merupakan dasar terjadinya kejahatan. 
c) Taft, menyatakan, crime is product of culture. 
d) Louis With, menyatakan bahwa culture conflict merupakan faktor 
penting dalam timbulnya kejahatan. 
e) Clifford Shaw, menunjukkan bahwa daerah perkotaan ditandai 
adanya kemiskinan yang amat sangat, perumahan kumuh yang 
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tidak layak untuk dihuni, pengaruh tetangga yang kurang 
menguntungkan, adanya kelompok anak-anak nakal, menjadi 
pemicu terjadinya konflik perilaku. 
Teori culture conflict dikemukakan Thorsten Sellin, dalam bukunya 
Culture Conflict and Crime (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada 
dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Sellin 
menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia 
setiap hari.Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari 
kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok 
mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain 
memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan 
sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma 
kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam 
masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian 
terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal 
dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak atau tabiat 
norma.  
Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua 
culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan 
norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan 
dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau seringkali 
sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah atau budaya 
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satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma 
tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial 
yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu juga, konflik norma 
terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam 
aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan 
tiga aspek, yaitu: 
a) Bertemunya Dua Budaya Besar. Konflik budaya dapat terjadi 
apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang 
berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan 
orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan tersebut mengakibatkan 
terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, 
cara bisnis dan budaya minum minuman kerasnya yang dapat 
memperlemah budaya suku Indian tersebut. 
b) Budaya Besar Menguasai Budaya Kecil. Konflik budaya dapat 
juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya 
budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan 
norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok kultural 
diberlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya hukum 
Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, atau bergolaknya 
daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet. 
c) Apabila Anggota Dari Suatu Budaya Pindah Ke Budaya Lain. 
Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan 
budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. 
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Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta, karena pindah 
ke AS maka orang-orang Sicilia tunduk pada hukum AS. 
Berdasar asumsi di atas ternyata Thorsten Sellin membedakan 
antara konflik primer dan konflik sekunder, yaitu: 
a) Konflik Primer, dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, 
bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur 
yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain 
muncul ke permukaan daerah atau teritorial lain atau ketika orang-
orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. 
b) Konflik Sekunder, timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi 
varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau 
tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada 
masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang 
kompleks. 
5. Teori Anomi 
Perkembangan masyarakat di dunia terutama setelah era depresi 
besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an 
telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat ini. Hal ini 
disebabkan telah terjadi perubahan struktur masyarakat sebagai akibat 
dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi 
“deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan 
sebagai  ”anomi”  oleh durkheim.  
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Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi mengambil 
makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat 
hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah 
laku individu. Riset Durkheim tentang “suicide” (1897) atau bunuh diri di 
landaskan pada asumsi bahwa rata-rata yang bunuh diri yang terjadi di 
masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomi ; 
bervarias atas dua keadaan sosial, yaitu social integration dan social 
deregulation. 
Durkhein mengemukakan bahwa bunuh diri atau “suicide” berasal 
dari 3 kondisi sosial yang menekan (stres),  yaitu: 
a) Derugulasi kebutuhan atau anomi; 
b) Regulasi yang keterlaluan atau fatalisme; dan 
c) Kurangnya integrasi struktural atau egoisme. 
Hipotesis keempat dari ”suicide” merujuk pada proses sosialisasi 
dari seseorang individu kepada suatu nilai budaya “altruistic” yang, 
mendorong yang bersangkutan untuk melakukan bunuh diri.  Yang 
menarik perhatian dari konsep anomi durkheim adalah di gunakan konsep 
dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpanagan tingkah laku 
yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang, 
konsep ini telah dikembangkan lebih lanjut oleh merton (1938) terhadap 
penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. 
Merton menjelaskan bahwa masyarakat telah melembaga suatu cita-cita 
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(goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya 
diukur dari harta kekayaan seseorang. Pada umunnya, mereka yang 
melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut 
berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 
Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Adalah di 
sebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut 
pandangan  merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. 
Pada saat merton pertama menulis artikel, “social structureand 
anomi”  teori-teori ini mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud 
abnormal. Oleh karena itu penjelasan terletak pada individu pelakunya.  
Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, merton justru 
mecoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat  mengakibatkan 
tekanan begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia 
melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Box mengemukakan pendapatnya bahwa semula merton 
dengan pendapatnya dengan penjelasan mengenai tekanan sosial 
mengikuti konsep anomi durkheim. Meskipun kemudian dalam 
argumentasinya ia memalingkan perhatiannya dari konsep anomi 
durkheim yang menekankan pentingnya sarana-sarana yang normatif 
untuk mencapai nilai-nilai struktur , kapada differential acces ti opprtunity 
structures.   
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C. Tipe-Tipe Kejahatan 
Menurut Light, Kelle dan Callhoun dalam bukunnya yang berjudul 
Sociology (1989), terdapat beberapa tipe kejahatan, yaitu:20 
1. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crimes) 
Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang 
yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Kejahatan 
Kerah Putih (White Collar Crime) adalah Suatu tindak kecurangan yang 
dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sector pemerintahan atau 
sector swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat 
mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.  Menurut Federal Beureau 
Investigation (FBI) Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) adalah 
berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 
dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan 
oleh para profesional bisnis dan pemerintah. Sebuah kejahatan tunggal 
dapat menghancurkan sebuah perusahaan, keluarga bahkan 
menghancurkan atau memusnahkan kehidupan mereka melalui tabungan, 
atau investasi biaya miliaran dolar (bahkan tiga, seperti dalam kasus 
Enron). Penipuan semakin canggih dari sebelumnya dan diperlukan orang 
yang berdedikasi untuk menggunakan keterampilan melacak pelaku 
penipuan dan berhenti bahkan sebelum pelaku kejahatan mulai. 
Kejahatan kerah putih ini biasanya merupakan lanjutan dari kecurangan 
                                                          
20Santosa, dikutip, oleh Ninik Widivanti, Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan 
Pencegahannya, Jakarta: Bina aksara, 1987,  hlm. 18. 
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yang dilakukan oleh seseorang. Contoh kejahatan ini yaitu pencucian 
uang (money laundering). 
2. Kejahatan Kerah Biru (Blue Collar Crimes) 
Berbeda dengan Kejahatan Kerah Putih yang dilakukan oleh 
masyarakat golongan atas atau dengan kata lain memiliki jabatan tertentu 
di pemerintahan, Kejahatan Kerah Biru (Blue Collar Crimes) adalah 
kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah.21 
Misalnya perampokan yang dilakukan oleh masyarakat golongan bawah. 
Kejahatan ini terjadi karena beberapa faktor. Perampokan sering terjadi di 
negara kita, khususnya di kota-kota besar, salah satunya yaitu Ibu kota 
Jakarta. 
3. Kejahatan Terorganisasi (Organized Crimes) 
Kejahatan semacam ini dilakukan secara terorganisir dan 
berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkan biasanya lebih bersifat ke materil, 
dengan jalan melawan hukum. Contoh kasus ini seperti penadah barang 
curian, penyedia jasa pelacuran dan peredaran narkotika dan obat-obatan 
terlarang. Seringkali kejahatan tipe ini memiliki struktur organisasi dalam 
menjalankan praktik kejahatannya.  
Kejahatan yang dilakukan sifatnya tidak spontan, tetapi telah 
disusun secara sistematis dengan adanya peran masing-masing pihak 
                                                          
21Chainur Arrasijd, Pengantar Psikologi Kriminal, Medan: Yani Corporation, 1988, hlm. 41. 
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dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.22 Misalnya pada kasus 
peredaran narkotika, dalam kasus ini ada yang berperan sebagai 
produsen narkotika, ada yang berperan sebagai penyalur (distributor), ada 
yang berperan sebagai pengedar dan ada yang berperan sebagai 
pemakai atau pengguna. 
4. Kejahatan Transnasional (Transnational Crimes) 
Kejahatan Transnasional adalah kejahatan terorganisasi yang 
melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
dengan jaringan global. Contoh dari tipe kejahatan ini adalah peredaran 
narkotika internasional, penjualan manusia (human Trafficking), dan 
terorisme internasional.23 Saat ini, beberapa Negara mengkategorikan 
kejahatan telematika sebagai kejahatan transnasional, karena 
tindakannya bisa dilakukan di negara B, oleh warga negara A, tetapi 
korbannya ada di negara C. Dalam tatanan teknologi, sifat kegiatan 
telematika adalah borderless atau lintas batas negara. Dimensi 
transnasional yang melekat pada teknologi telematika ini sangat 
menguntungkan pelaku kejahatan.  
Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya pada korban di 
negara manapun korban berada. Korban kejahatan telematika tidak 
terbatas pada individu, tetapi juga organisasi atau perusahaan bahkan 
negara secara keseluruhan. Keuntungan yang lain bagi pelaku kejahatan 
                                                          
22Ibid., hlm. 48. 
23Ninik Widivanti, Yulius Waskita, op.cit., hlm. 22. 
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telematika adalah differentiation aturan berkaitandengan kejahatan 
telematika di setiap negara. Bahkan masih banyak negara yang belum 
memiliki hukum yang mengatur khusus mengenai kejahatan telematika. 
Hal ini tentu memudahkan pelaku kejahatan telematika bisa dengan 
leluasa melakukan aktifitasnya tanpa terjerat hukum.Terdapat beragam 
contoh kasus mengenai kejahatan telematika sebagai kejahatan 
transnasional. 
5. Kejahatan Korporasi (Corporate Crimes) 
Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan 
menaikan keuntungan dan menekan kerugian. Kejahatan ini terbagi ke 
dalam empat macam, yaitu : kejahatan terhadap konsumen, kejahatan 
terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan dan kejahatan 
terhadap karyawan. Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John 
Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “conduct of a 
corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is 
proscribed and punishable by law“ (melakukan suatu korporasi, atau 
karyawan yang bertindak atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang 
dan dikenai sanksi hukum).24 Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide 
pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, 
tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku 
kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. 
Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan 
                                                          
24.G. W. Bawengan, Pengantar Psikologi Krominal, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 164. 
39 
 
kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum 
perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum 
perorangan “legal persons“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku 
kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, 
bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan 
kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang 
dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan 
pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. 
Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma 
operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. 
6. Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) 
Tipe kejahatan ini memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan 
adalah sekaligus dari korban kejahatan itu sendiri. Sebab setiap kejahatan 
pada hakikatnya merupakan perbuatan yang merugikan, sehingga 
dilarang oleh ketentuan hukum. Pada kejahatan tanpa korban (victimless 
crimes) pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya telah 
merugikan dirinya sendiri. Kenikmatan jangka pendek yang diperoleh 
pelaku ketika melakukan kejahatannya telah membuat dirinya tidak 
melihat bahwa ada kerugian yang lebih besar dan bersifat jangka panjang 
dari perbuatan yang dilakukannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan 
membahas secara khusus kejahatan tanpa korban pada bagian di bawah 
ini. 
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D.  Bentuk-Bentuk Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) 
 Kejahatan Tanpa Korban adalah kejahatan yang tidak membawa 
korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat 
ataupun kelompok yang berkuasa.25 Namun Mudzakir tidak sependapat 
dengan kata “tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban, kata “tanpa 
korban” atau tanpa menimbulkan korban orang lain dan korbannya bukan 
orang lain (dirinya sendiri).Perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan 
pelacuran merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan 
tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai 
pelaku. Pada bab ini penulis hanya akan membahas beberapa bentuk 
kejahatan tanpa korban.  
1. Tindak Pidana Perjudian 
Perjudian misalnya, dalam perspektif hukum, perjudian merupakan 
salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. 
Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan. 
 Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) 
KUHP sebagai berikut: 
 “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana 
 pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 
 peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau 
                                                          
25Ninik Widivanti, Yulius Waskita, op.cit., hlm. 26. 
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 lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
 perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan 
 antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 
 segala pertaruhan lainnya”. 
Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan 
hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). 
Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan : 
 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
 atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, 
 barangsiapa tanpa mendapat ijin: 
 1.  Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
 untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata 
 pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu 
 perusahaan untuk itu. 
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
 kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja 
 turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah 
 untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 
 dipenuhinya sesuatu tata cara. 
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai 
 pencaharian. 
 (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
 menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 
 menjalankan pencaharian itu. 
  
 Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, 
menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian 
melalui internet (internet gambling). Ada beberapa permasalahan yang 
timbul antara lain apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik masih dapat dapat menangani tindak 
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pidana perjudian melalui internet (internet gambling). kendala-kendala 
yang dapat menghambat proses pembuktian tindak pidana perjudian 
melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat 
menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang 
tersebut. Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui 
sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 
dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas 
dianggap sebagai perluaran alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP, karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga 
pelaku perjudian melalui internet dapat dikenakan sanksi hukum pidana. 
Pada tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling), website 
penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta 
sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat 
dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam 
hal ini alat bukti petunjuk.  
 Ada beberapa kendala dalam menemukan alat bukti tersebut, 
berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE, penggeledahan 
dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan 
pelaku cyber crime harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit untuk 
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diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu 
yang sangat singkat itu. Terlebih lagi belum ada peraturan pemerintah 
atas undang-undang tersebut. Oleh karena itu ketentuan di atas menjadi 
salah satu kendala dalam menangani kasus perjudian melalui internet ini.  
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan 
melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi 
karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang 
teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan 
kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:   
 (1) Setiap Penyalah Guna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika 
Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun.  
 (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal 
Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
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dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial.  
 Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak 
menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang 
berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan 
penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang 
dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi 
ketergantungan narkotika.” Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:   
 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika 
dapat:  
 a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani  pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
jika pecandu  narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana Narkotika; atau 
 b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 
Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana Narkotika.  
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 (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 
Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.  
 Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan 
hokum adalah tentang penegakan hukum, yang sangat 
mendapatkan perhatian, terutama peran Negara, dalam ikut serta 
bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran 
negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional 
dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari 
kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. 
3. Tindak Pidana Prostitusi 
Di dalam KUHP itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP 
yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 
  
 R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa pasal ini 
untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau 
tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, 
harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan 
pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).Yang dimaksud 
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perbuatan cabul itu sendiri, merujuk kepada penjelasan R. Soesilo 
mengenai Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. 
Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. 
 Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 
KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada 
perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan 
nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di  Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi penelitian dengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan 
ditelliti. Penulis akan melakukan suatu kajian terhadap permasalahan 
yang akan penulis bahas. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang 
dapat diklasifikasi sebagai sumber hukum, yaitu Pancasila, Undang-
Undang Dasar NRI 1945, Perjanjian Internasional, Doktrin Ilmu Hukum, 
dan Kebiasaan hukum di masyarakat. . 
2. Sumber Data 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaituPenelitian 
Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil 
penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat 
mendukung penulisan skripsi ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.26 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 
hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), 
karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif27. 
Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji 
setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah. 
2. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
seorang responden.28 Peneliti akan menggunakan teknik 
wawancara berencana (standardized interview),29 yaitu suatu 
wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang 
disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, 
maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai 
                                                          
26 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2004, hlm. 67. 
27Ibid., hlm. 68. 
28Ibid., hlm. 82. 
29Ibid., hlm. 84. 
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wawancara terbuka (open interview),30 yaitu pertanyaan yang 
diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden 
tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat 
memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” 
atau “tidak”. 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori 
atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
30Ibid., hlm. 85-86. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tanpa Korban 
(Victimless Crime) 
Kejahatan tanpa korban secara tradisional dikaitkan dengan 
tindakan yang dilakukan oleh orang yang membahayakan pondasi moral 
masyarakat tapi tidak masyarakat secara langsung. Ini termasuk 
menggunakan obat-obatan, prostitusi dan perjudian. Beberapa ekonom 
berpendapat bahwa daripada mengkriminalisasikan tindakan di atas, akan 
lebih baik untuk melegalkan mereka. Tidak hanya bahwa tindakan-
tindakan dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemerintah 
dalam bentuk pajak, juga dapat meminimalkan biaya penegakan hukum. 
Namun ini hanya salah satu perspektif dalam melihat tindak pidana tanpa 
korban. Padahal secara meta-yuridis, korban dari kejahatan ini betul-betul 
dirugikan. 
Kriminalisasi dari beberapa tindakan yang tidak mempunyai korban 
berakar dari fakta bahwa masyarakat memandang tindakan-tindakan ini 
sebagai pelanggaran moral (morally repugnant) dan berniat untuk 
menahan individu-individu agar tidak melakukan hal-hal tersebut.  Banyak 
yang ditahan karena perbuatan kejahatan tanpa korban tidak pernah 
diprosekusi : penahanan dan pemenjaraan 1 hari sering digunakan karena 
sebagai cara untuk menerapkan kontrol sosial terhadap orang yang 
mabuk atau pelacur tanpa melalui persidangan yang panjang.  Sebagai 
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contoh, kebiasaan minum-minuman keras dapat membentuk suatu 
catatan kriminal yang luar biasa panjang (formidable) karena berulang-
ulang ditahan, walaupun mereka tidak pernah merugikan orang lain 
kecuali mungkin dirinya sendiri.  Salah satu penelitian menemukan bahwa 
2/3 dari orang-orang yang berulang-ulang ditahan karena alkohol telah 
dituntut tidak lebih daripada mabuk di depan umum (public intoxication) 
dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait, misalnya bergerombol dengan 
teman-teman (vagrancy), selama karir ”kejahatan” mereka. 
Kebanyakan literatur tentang kejahatan tanpa korban berkaitan 
dengan kecanduan narkoba, pelacuran, perjudian, aborsi, homoseksual, 
pornografi dan percabulan, bunuh diri, kecanduan alkohol, dan 
penyimpangan heteroseksual.  Ini adalah tindakan kejahatan ”mala 
prohibita” (yaitu, perilaku yang merupakan kejahatan karena statuta, tapi 
tidak ada konsensus apakah tindakan ini kejahatan atau tidak). Mereka 
bertindak melawan interest publik atau moralitas dan muncul di hukum 
pidana sebagai kejahatan melawan kepatutan publik (public decency), 
ketertiban (order), atau keadilan (justice).  Tindakan kriminal seperti 
pembunuhan atau perkosaan adalah ”mala in se” (yaitu, jahat dari 
sananya dengan persetujuan publik tentang bahaya-bahaya yang 
dilakukannya). 
Kejahatan tanpa korban juga dibedakan dari kejahatan-kejahatan 
lainnya oleh elemen transaksi atau pertukaran konsensual.  Kejahatan ini 
juga dibedakan dari sejenis kejahatan lainnya karena kurangnya kerugian 
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yang terlihat terhadap orang lain dan oleh kesulitan menegakkan hukum 
melawan mereka sebagai akibat dari sulitnya dilihat (low visibility) dan 
tidak adanya orang yang mengeluh (the absense of complainants).  
Dengan kata lain, mereka adalah kejahatan tanpa penggugat (plaintiffless 
crimes) – yaitu, mereka yang terlibat adalah partisipan yang mau, yang 
menurut aturan, tidak mengajukan komplain kepada polisi bahwa suatu 
kejahatan telah dilakukan. Walaupun kebanyakan orang tidak 
menggolongkan tindakan seperti ini sebagai kejahatan, polisi dan 
pengadilan terus-menerus menerapkan hukum terhadap kelompok-
kelompok ini sebagai pemakai narkoba, pelacur, penjudi, homoseksual, 
dan distributor benda-benda pornografi – hukum yang sebagian besar 
masyarakat tidak memandangnya sebagai sah dan menolak untuk 
menaatinya.  Kontrol formal yang dilakukan terhadap perilaku seperti ini 
sangatlah mahal dan tidak efektif.  Namun, masih tetap melayani fungsi 
tertentu.  
Robert M. Rich mencatat bahwa orang-orang yang diberi label 
penjahat berfungsi sebagai contoh bagi anggota-anggota masyarakat.  
Ketika hukum ditegakkan terhadap anggota-anggota kelompok kelas 
bawah dan kelompok minoritas, telah membolehkan orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan (orang-orang kelas menengah atas) untuk merasa 
bahwa hukum telah berfungsi sesuai maksud awalnya karena ia 
memelihara dan memperkuat mitos bahwa individu-individu berstatus 
rendah bertanggung jawab atas kebanyakan penyimpangan di dalam 
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masyarakat. Akhirnya, kontrol terhadap kejahatan tanpa korban, dalam 
bentuk penahanan dan pendakwaan, memperkuat anggapan dalam 
masyarakat bahwa polisi dan sistem peradilan pidana melakukan 
tugasnya dengan baik dalam melindungi standar moral masyarakat.  
Sekarang kita akan menganggap hukum sebagai alat untuk kontrol sosial 
untuk kejahatan tanpa korban tertentu seperti kecanduan narkoba, 
pelacuran dan perjudian.    
1. Tindak pidana perjudian 
Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat 
menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi 
dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari 
uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi 
jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan 
diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. 
Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat 
dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya 
tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan 
yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.Perjudian banyak ditemui di 
berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh 
pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan 
dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal 
kita, sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis togel. Namun 
demikian, di samping judi jenis togel ini terdapat pula judi jenis lainnya 
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yang juga digemari masyarakat seperti judi dengan menggunakan kartu 
remi dan kartu domino. 
Tabel 1 
Data kasus Perjudian di Polrestabes Makassar dari tahun 2010 
sampai tahun 2014 
Tahun  Masuk Selesai 
2010 83 66 
2011 36 22 
2012 - - 
2013 52 42 
2014 41 31 
TOTAL KASUS 212 161 
         Sumber Data : Polrestabes Makassar Tanggal 8 Oktober 2015 
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, jumlah kasus perjudian 
yang telah masuk ke Polrestabes Makassar dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014 adalah sebanyak 212 kasus.  Setiap bulannya rata-
rata 3 sampai 4 kasus yang berhasil ditangani oleh pihak Polrestabes. 
Maraknya kasus perjudian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, 
menjadikan jumlah kasus yang selesai masih sangat jauh dari yang 
diharapkan. Kasus yang telah selesai adalah 161 kasus. Kasus yang telah 
dilimpahkan ke kejaksaan adalah kasus yang dianggap telah selesai, 
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sedangkan yang belum selesai masih dalam proses penyidikan mengingat 
beberapa tersangka utama masih dalam pencarian (DPO).  
Menurut Bripda Abdillah Mansur dari Unit 5 Jatarnas Polrestabes 
Makassar walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih 
saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia 
mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain 
tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab 
misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai 
penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga 
mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pokok mereka.31 Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan 
tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi 
menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu 
risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. 
Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit 
masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat 
tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat 
diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan 
perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan 
secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga 
aparat kesulitan memberantasnya. 
                                                          
31 Wawancara di Polrestabes Makassar, Pada tanggal 27 Juni 2015, Pukul 10.28 WITA. 
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Selain itu antisipasi dan ancaman yang dikemukakan oleh AKBP 
Burhanuddin sebagai Kepala Sub-bagian Hukum dan Ham Polrestabes 
Makassar dengan memberikan pernyataan terhadap para pelaku tindak 
pidana baik perjudian, premanisme, prostitusi, maupun korupsi akan 
diberantas sampai tuntas demi mencapai supremasi hukum dan 
penegakan hukum yang benar sesuai dengan undang-undang maupun 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.32 
Pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai suatu 
institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di 
lapangan. Sehingga bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam hal ini 
penjual dan pembeli kupon judi togel agar tidak melakukan perbuatan 
tersebut di kemudian hari. 
Untuk menelusuri perjudian sampai saat ini masih ada dan 
merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat 
Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di 
setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. 
Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan 
pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang 
kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat 
melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun pimpinan Aparat Negara 
sudah memberikan sinyalemen kuat untuk dapat memberantas perjudian. 
                                                          
32 Wawancara di Polrestabes Makassar, Pada tanggal 27 Juni 2015, Pukul 10,49 WITA. 
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Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering 
menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka 
tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. 
Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan 
menimbulkan nasyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk 
melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif. 
Perjudian, seperti halnya obat bius atau pelacuran, adalah transaksi 
suka-sama-suka (consensual transaction) dan tindak kejahatan tanpa 
penggugat (plaintiffless crime).  Para pemainnya adalah partisipan yang 
berminat yang umumnya tidak memberitahu polisi bahwa suatu tindak 
kejahatan telah dilakukan.  Aktivitas penegakan hukum oleh karena itu 
harus dimulai oleh polisi yang kemudian bertindak sebagai orang yang 
komplain atau pelapor (complainant) mewakili masyarakat.  Sebaliknya, 
aktivitas penegakan hukum bagi tindak kejahatan lainnya, seperti 
perampokan (burglary or muggings), biasanya terjadi karena adanya 
respons dari komplain atau laporan masyarakat. 
Semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan 
terhadap adanya penyakit masyarakat (pekat) yaitu para tokoh agama, 
pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk 
kegiatan pemberantasan perjudian. Pengaruh dan faktor masyarakat 
terhadap perjudian, maraknya penyakit masyarakat di dalam kehidupan 
bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka 
tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka 
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tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Banyak hal yang mendorong 
terjadinya kegiatan perjudian secara ringkas dalam uraian berikut ini. 
a) Faktor Keimanan 
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah 
Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. 
Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nlai agama yang luntur, sering 
kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang 
lain dan diri sendiri. 
Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-
perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan 
peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh 
aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan 
berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan 
perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi 
tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh. Bagi masyarakat 
setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk 
membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang 
merusak perilaku dan akhlak agama. 
b) Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk 
mrelakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para 
pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan 
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keuntungan yang lebih besar. Pada umumnya penghasilan masyarakat 
dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang 
berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk 
melakukan perjudian, Sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan 
menjalankannya hal tersebut. 
Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi 
senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh kerena itu, 
sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara 
berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul 
tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat, 
masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba 
kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang 
banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang 
menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau 
diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat. 
2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain 
obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk 
pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau 
dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang 
dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba 
secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, 
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adiksi atau kecanduan. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat 
berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya.  
Data dari Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan dan data dari 
Polrestabes Makassar menunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 2  
Data Pengedar Dan Pemakai Narkotika Di Kota Makassar 
 
Uraian 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
Pengedar 
90 91 78 
 
Pemakai 
344 247 541 
 
Jumlah 
434 338 619 
Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan 
Tabel 3 
Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
No. Tahun Jumlah Pelaku 
1 2011 6 
2 2012 15 
3 2013 11 
4 2014 19 
Sumber Data: Polrestabes Makassar Unit Reserve Narkotika 
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah pengedar dan 
pemakai narkotika relatif stabil. Namun ini bukan berarti sebuah hal yang 
baik, karena angkanya menunjukkan kuantitas yang sangat tinggi. Bahkan 
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pemakai narkotika pada tahun 2014 mencapai 541 orang. Begitupun 
dengan pelaku tindak pidana narkotika yang selama empat tahun terakhir 
menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 terus 
meningkat dan berakhir pada angka 19 orang pelaku yang berhasil 
ditangkap. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai 
cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan 
permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan 
suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi 
perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang 
menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 
dalam mengkonsumsi narkoba, tetapi hal ini belum memberi angka yang 
cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.. 
Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab 
timbulnya penyalahgunaan narkotika yakni; Pertama. Faktor individu. 
Terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Termasuk 
dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, 
sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan 
atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, 
sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat 
terlarang. Kedua. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan 
pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis 
seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di 
rumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh 
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pergaulan, dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok 
narkotika. Ketiga. Faktor lingkungan, yang tidak baik maupun tidak 
mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut 
perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak 
untuk menjadi pemakai narkotika. Keempat. Faktor narkotika. Karena 
mudahnya narkotika didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, 
sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkotika. 
Menurut hasil wawancara dengan AKBP Burhanuddin, faktor-faktor 
penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika diantaranya adalah :  
a. Ingin tampil beda atau menonjol  
Seseorang akan merasa lebih percaya diri dan terlihat berani bila 
telah atau sedang menggunaakan narkotika disaat kumpul bersama 
teman-teman.  
b. Melarikan diri dari kenyataan  
Seseorang yang mengalami kegagalan dalam realitas hidup, 
menganggap dirinya selalu akan mengalami tekanan-tekanan yang 
datang dari kenyataan hidup, maka mereka akan mencari pelarian kepada 
dunia khayal sebagai tempat pelarian.  
c. Rasa kesetiakawanan  
Jiwa seseorang yang sangat tidak stabil sehingga dengan mudah 
dapat dipengaruhi oleh kawan-kawan untuk menggunakan narkotika yang 
sangat merugikan dirinya.  
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d. Rasa ingin tahu  
Seorang remaja mempunyai sifat yang ingin merasakan atau 
mencoba hal-hal yang baru, misalnya menggunakan narkotika, ngebut-
ngebutan di jalan dan lain sebagainya. Untuk remaja yang mempunyai 
sifat tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain disekitarnya, kontrol diri 
yang rendah, kepercayaan diri dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya berisiko tinggi untuk terkena narkotika. 
3. Tindak pidana prostitusi 
Jika ada satu bidang dalam hukum pidana yang membangkitkan 
kegelisahan yang paling besar tentang moral publik, adalah perilaku 
seksual.  Kisaran perilaku seksual yang diliput oleh hukum adalah sangat 
luas dan menyeluruh sehingga hukum telah menjaring pelaku kejahatan 
yang terdiri dari anak belasan tahun dan orang dewasa. Di Makassar 
sendiri berdasarkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial mencatat 
jumlah PSK di Makassar saat ini mencapai 7.127 orang dan sekitar 30% 
dari total tersebut masih berada di bawah umur 18 tahun. Data ini belum 
menunjukkan total keseluruhan pelaku prostitusi di Kota Makassar, sebab 
masih banyak pelaku prostitusi yang belum terdata akibat tindakan 
prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  
Data lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa bisnis, khususnya 
bisnis refleksi kesehatan yang merangkap menjadi bisnis komersialisasi 
seks, Dinas Pariwisata Kota Makassar mengeluarkan data beberapa 
tempat yang dicurigai sebagai bisni prostitusi: 
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Tabel 4  
Data Tempat Prostitusi di Makassar  
Nama Panti 
Pijat 
 
Alamat 
 
Kecamatan 
Gemini Jl. Malengkeri Raya No. 45 Tamalate 
Pesona Jl. Toddopuli Raya Timur No. 4 Panakukang 
Marannu 
Jl. Sungai Saddang Komp. 
Latanete Plaza B F/1 
Makassar 
Pijat Widuri Jl. Daeng Tata No. 30 B Tamalate 
Nusa Dua Jl. Nusantara No. 48 Wajo 
Mentari Jl. Nusantara No. 30 Wajo 
Sumber Data: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 23 Agustus 2015 
Salah satu alasan (justifications) dari kontrol yang lengkap terhadap 
perilaku seksual adalah untuk melindungi sistem keluarga. Sejumlah 
hukum dalam beberapa negara mengontrol tindakan-tindakan yang kalau 
tidak dikontrol akan membahayakan kehormatan wanita sebelum 
pernikahan, seperti berbagai hukum tentang perkosaan (suka-sama-suka 
atau dengan paksaan), perselingkuhan (fornication), hubungan seksual 
orangtua-anak (incest), dan penyimpangan seksual dari remaja. Undang-
Undang Pidana tentang perselingkuhan (adultery) juga dirancang untuk 
melindungi keluarga dengan mencegah hubungan seksual di luar 
pernikahan. 
Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki 
orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, 
korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk 
memperoleh status  sosial yang lebih tinggi. Lebih rinci dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita 
untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan 
mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang 
pengertian, kurang pendidikan dan buta huruf, sehingga 
menghalalkan pelacuran. 
b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, 
sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan 
satu pria atau suami. 
c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan-
pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial 
yang lebih baik. 
d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan 
ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan 
mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja. 
e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada 
adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa 
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puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu 
sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain 
lainnya. 
f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada 
masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran 
oleh bujukan bandit-bandit seks. 
g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua 
yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga 
memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila 
yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , 
mereka lebih menyukai pola seks bebas. 
h. Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau 
suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada 
premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk 
menikmati “masa indah” di kala muda. 
i. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan 
melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak 
kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa 
secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya 
dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme 
promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya. 
j. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang 
menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. 
67 
 
k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, 
gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda 
yang mempraktikkan seks dan lain-lain. 
l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk 
dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya 
untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. 
m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, 
disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan 
standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada 
kawin. 
n. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken 
home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan 
partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara 
batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun 
dalam dunia pelacuran. 
o. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak 
sempat membawa keluarganya. 
p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk 
mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang 
mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan 
khusus. 
68 
 
q. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam 
bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka 
maupun sebagai tujuan-tujuan dagang. 
r. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan atau 
skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal 
orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan 
keberanian. 
s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat 
bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur atau 
minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak 
menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan 
tersebut. 
t. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock 
mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, 
ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan 
abnormalitas seks. 
u. Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun 
terlebih dahulu dalam dunia pelacuran. 
Secara nalar sangat sulit untuk dibayangkan ada orang yang ingin 
hidup untuk menjadi seorang pelacur. Meski ada sebab-sebab lain yang 
mendorong seseorang itu untuk melacur, namun perbuatannya itu 
sangatlah tidak rasional. Kebanyakan alasan mereka para pelaku prostitusi 
hanya ingin mendapat uang banyak dengan mudah dan dalam waktu 
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yang singkat, ada juga karena dari keluarga broken home, keluarga 
berada namun kurang kasih sayang dan yang paling parah yaitu alasan 
karena hobi yang ia jalankan. Jadi tidak hanya kepuasaan batin saja, 
melainkan kepuasaan lahir dan kenikmatan sementara yang ia dapatkan 
dan rasakan. 
Hal ini merupakan tugas bagi bangsa kita untuk mencari sebab-
sebab yang merongrong seseorang itu untuk berbuat melacur. Sebab-
sebab terjadinya pelacuran haruslah dilihat dan dicermati dari faktor-
faktor endogen (dari dalam) dan eksogen (dari luar) serta banyak sekali 
alasan-alasan mengapa wanita dan gadis-gadis bahkan janda-janda 
memasuki pekerjaan kotor dan hina ini, akan tetapi alasan ekonomi dan 
psikologi lah yang paling menonjol dari semua alasan yang ada. 
 
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tanpa Korban (Victimless 
Crime) 
Aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting 
dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus 
diberikan prioritas paling utama; bahwa tujuan pembangunan, 
pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya 
ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan 
yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, 
penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi 
manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Dalam kongres ke-8 
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ini diindentifikasikan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih 
luas dan terperinci, antara lain: kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan 
(kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan 
sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi; 
meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena 
proses integrasi sosial, juga karena memperburuk ketimpangan-
ketimpangan sosial; mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; keadaan-
keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi 
ke kota-kota atau ke negara-negara lain; rusaknya atau hancurnya 
identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya racisme dan 
diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, 
kesejahteraan dan dalam bidang atau lingkungan pekerjaan. 
Mencapai pembangunan sosial tersebut maka dibutuhkan 
penanggulangan terhadap kejahatan tanpa korban yang telah dibahas 
sebelumnya, dalam konteks tindak pidana perjudian kepolisian yang 
mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan 
masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan 
melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun 
penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi 
dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. 
Tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan 
penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara 
sosial dan secara hukum, harus dilakukan. 
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Upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian 
dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya 
yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan 
dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing 
seperti kupon togel. Pihak yang menjadi korban dari segala macam 
perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi 
kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal 
yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan 
kehidupannya dari judi, hal itu perlu diatasi dengan melalui penyuluhan 
dan penerangan agar menjauhi judi. 
Di samping itu tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera 
atas hukuman yang diberikan kepada mereka melalui proses peradilan 
dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun 
demikian, tampaknya belum dapat menjerakan mereka. Selama ini sanksi 
yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat 
ringan sehingga tampaknya tidak membuat jera para pelaku perjudian. 
Keuntungan dari perjudian memungkinkan mereka melakukan kembali 
perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan 
keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil 
lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri juga 
membutuhkan upaya pencegahan dan pananggulangan yaitu tindakan 
promotif, disebut juga program preemtif atau program pembinaan. 
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Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, 
atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan 
meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih 
sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan 
semua dengan memakai narkoba. Kemudian tindakan preventif, disebut 
juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat 
sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk 
narkobasehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.Selain 
dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif 
jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional 
terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. 
Selanjutnya tindakan kuratif, disebut juga program pengobatan. 
Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah 
mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat 
dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. 
Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian 
narkobasering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta 
gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter 
yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai 
narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, 
keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai 
narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. 
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Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, 
keluarga dan penderita. 
Terakhir adalah upaya represif yaitu tindakan penindakan terhadap 
produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini 
merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan 
mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong 
narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif 
berupapenindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar 
undang-undang tentang narkoba. 
Terkait kejahatan prostitusi, prostitusi bukan hanya perkara jual-beli 
jasa seks, tetapi juga perdagangan wanita yang dijadikan budak seks. 
Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 
PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang 
akan semakin membaik. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai 
cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis 
pelacuran tersebut khususnya perdagangan orang (trafficking), baik 
melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja 
dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2007 tentang ‘’Pemberantasan Perdagangan Orang’’ . 
Bisnis pelacuran semakin modern, bahkan jual-beli jasa seks kini 
juga hadir dalam dunia maya, yang mana pelakunya sangat sulit untuk 
diselidiki keberadaannya mengingat permainan yang dijalankan sangat 
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rapi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun UU 
ITE ini tidak bisa menghalau bisnis seks melalui internet, namun 
setidaknya kita telah punya aturan yang melarang hal tersebut, walaupun 
dalam pelaksanaannya memang tidak seperti yang diharapkan. Selain 
daripada itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihan 
keadaan (seperti keadaan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap 
kaedah-kaedah yang mungkin menyebabkan kegoncangan dalam 
masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan tanpa korban (victimless 
crime) tidak jauh berbeda dengan faktor yang menyebabkan 
terjadinya berbagai kejahatan yang lain. Sebab kejahatan tanpa 
korban juga memiliki penyebab internal pelaku kejahatan 
maupun eksternalnya. Namun pada intinya kejahatan tanpa 
korban membuat seseorang lebih mudah terpengaruh sebab 
pelaku merasa bahwa dirinya tidak merugikan atau melukai 
orang lain. Namun pada hakikatnya dirinya sendirilah yang 
menjadi korban dari tindakan kejahatannya, dan karena dirinya 
merupakan bagian dari masyarakat, maka masyarkat secara 
tidak langsung namun pasti juga menjadi korban. 
2. Upaya penanggulangan kejahatan tanpa korban (victimless 
crime) juga menggunakan model tiga tindakan, pre emtif, 
preventif dan represif. Baik tindak kejahatan perjudian, 
penyalahgunaan narkotika, dan prostitusi. Dari segi viktimologi, 
maka tindakan tambahan yang harus dilakukan adalah upaya 
resitusi terhadap korban tindak kejahatan tanpa korban, seperti 
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pengembalian ke keadaan semula kondisi masyarakat dengan 
melakukan penguatan moral dan kontrol masyarkat. 
B. Saran 
1. Dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi dari para akademisi 
hukum, termasuk penulis untuk mempelajari seluk-beluk kejahatan 
tanpa korban (victimless crime). Pendalaman terhadap keilmuan ini 
akan membantu dalam menangani kejahatan tipe ini dalam 
kehidupan masyarakat. 
2. Pemerintah harus mulai melihat bahwa penguatan masyarakat baik 
dari segi moralitas maupun kontrolnya merupakan hal yang sangat 
urgent, hal ini demi mencegah dan menanggulangi terjadinya 
kejahatan tanpa korban (victimless crime) di dalam masyarkat. 
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